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BUPATI BANTUL 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR   61   TAHUN 2025 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2025 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANTUL, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang 
berkinerja baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat diperlukan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, 
harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;  

b. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan 

kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi, diperlukan peningkatan kesejahteraan 

dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai; 
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah perlu dilakukan 
perubahan untuk memberikan kepastian hukum dalam 
pemberian tambahan penghasilan pegawai; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); 

SALINAN 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH. 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur 

Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 5) 
diubah sebagai berikut: 
 

1. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 33A 

(1) TPP bagi PNS dan calon PNS berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, 

dan/atau kondisi kerja pada bulan Desember diberikan pada bulan yang 
bersangkutan. 

(2) Pembayaran TPP pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. perhitungan besaran pemberian TPP bagi PNS dan calon PNS 

berdasarkan indikator penilaian disiplin kerja dan indikator penilaian 
produktivitas kerja diperhitungkan sampai dengan tanggal 15 Desember 
dikalikan 2 (dua); dan 

b. pengisian buku kerja dan verifikasi buku kerja oleh atasan langsung 
dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Desember.  

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



3  

Agar  setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 5 November 2025 
BUPATI BANTUL,  
 

ttd 
 

ABDUL HALIM MUSLIH 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 5 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
  

ttd 

 

AGUS BUDIRAHARJA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 64 


